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Menunjuk sural Saudara nomor HK.01.04/366/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan

Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada
Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai
berikut:

2

2.

7.

8.

Pada dasar hukum mengingal agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tenlang Provinsi

Jawa Tengah.

Pasal 1, agar dikaji penggunaan definisi ‘Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjuinya

disingkat DPRD" mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan dan

agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian "Perangkat Daerah”.

Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam

Pasal 1 dan sesual Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital agar diawali

hurut kecil misal kata atau frasa "Investasl”, "Badan Usaha", "pada" dalam Pasal 3 ayat (1)

dan ayat (2) serta Pasal 6.

Pasal 3

a. Agar diatur secara berurutan dari ayat (1) rumusan yang mengatur mengenai modal dasar,
modal yang disetor, penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini, dan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan
Peraturan Daerah ini ditetapkan.

b. Ayat (2), frasa "modal kerja usaha perdagangan dan logistik...dan area parkir® agar diubah
menjadi “pengembangan usaha”.

Pasal 5 agar dihapus.

Pasal 7 frasa "Standar Akuntansi Pemerintahan™ agar diubah menjadi “ketlentuan peraturan

perundang-undangan”.

Pasal 8. frasa “Bagian Perekonomian ...Kola Surakarta® agar diubah menjadi “Perangkat

Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daarah”.

Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan

ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk
dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

TEMBUSAN:

Demikian unfuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekrelaris Daerah
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1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagal Laporan),

3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan

6. Ketua DPRD Kota Surakaria.



